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Abstrak
 

Penelitian ini membahas peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk

menggurangi perdagangan ilegal. Permasalahan pelaksanaan kebijakan UU No.5 Tahun 1990 yang tidak

jalan karena ringannya hukum di berlakukan serta pengawasasan oleh polhut yang tidak efektif karena

terbatasnya SDM Polhut. Penelitian ini Post-positivis yang mengkaitkan hasil penelitiannya dengan teori

Bell dan McGillivary peran pemerintah sebagai Administrative Regulation, Anticipatory Continuing

Controls, Planning Prevention, dan Protecting Nature. Dari keempat dimensi belum berjalan dengan baik

karena masih ada kendala dan kebijakan dasar sedang direvisi maka pemerintah menerapkan sistem

multidoor untuk memberatkan sanksi yang diberikan dan bekerjasama dengan MMP, penyidik PNS, WCS

dan WWF.Kata Kunci: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peran Pemerintah, Perdagangan,

ilegal satwa liar.

<hr>

This undergraduate thesis discussesd the role of the Ministry of Environment and Forestry from the efforts

made in tackling illegal trade in protected wildlife. The problem is implementation policy of law No.5 of

1990 not appropriate with procedure as casually given minor offences, monitoring is also less effective due

to a number of forest ranger in addition. This Post positivis research which related result of the research and

theory of Bell and McGillivary on the role of the Government as the Administrative Regulation,

Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention and Protecting Nature. The four dimenstion are not

well on of this research that Law is being revised so the government implements multidoor system to burden

the sanction and cooperate with MMP, PPNS, WCS, WWF.
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